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ABSTRACT

The implementation of local wisdom-based tourism is the development and development of
sustainable tourism that pays attention to the sustainability of the culture that lives in the
community and the quality of the environment and in order to increase prosperity and prosperity
of the people. The research objective to be achieved is to obtain an actual picture of the polemics
that occur in the development process and development of local wisdom-based sustainable
tourism in Jatiluwih Village. This study uses descriptive qualitative methods with data collection
techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The indicators used to
dissect the results of the research are the theory of sustainable tourism and the concept of tri hita
karana. The results of this study indicate that the implementation of tourism in Jatiluwih Village

has been running but has not been optimal.
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya
yang dilaksanakan oleh semua komponen
bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara.
Di mana untuk menjamin agar Kkegiatan
pembangunan berjalan efektif, efisien, dan
bersasaran maka diperlukan perencanaan
pembangunan nasional. Sistem perencanaan
pembangunan nasional adalah satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara

pemerintah di pusat dan daerah dengan
melibatkan masyarakat. Sehingga diperlukannya
penyelenggaraan otonomi daerah (dalam
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Provinsi Bali yang sebagai salah satu
destinasi  wisata telah  mengembangkan
pembangunan pariwisata ke pedesaan yang
berbasis kearifan lokal. Yang di mana
pengembangan pariwisata tersebut
memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh
desanya masing-masing.

Desa Jatiluwih merupakan salah satu

desa yang disahkan sebagai desa wisata di



Kabupaten Tabanan pada tahun 2016 dengan
dikeluarkannya SK Bupati No 138/337/03 Tahun
2016. Namun jauh sebelum disahkannya
sebagai desa wisata, Desa Jatiluwih telah lebih
dulu dikenalkan sebagai Daya Tarik Wisata
(DTW) sejak tahun 1997 dan pada tahun 2012
Bali mendapat pengakuan istimewa dari
UNESCO dengan penetapan subak sebagai
warisan budaya dunia dengan label Cultural
Landscape of Bali Privince: The Subak System
as a Manifestation of the Tri Hita Karana
Philosophy (Lanskap budaya Bali: Sistem Subak
sebagai Manifestasi Filosopi Tri Hita Karana)
dan Jatiluwih termasuk di dalam kawasan
Lanskap Subak dari Catur Angga Batukaru yang
merupakan salah satu dari lima kawasan di Bali
yang ditetapkan oleh UNESCO menjadi Warisan
Budaya Dunia (WBD) tersebut.
Dilihat dari

kepariwisataannya, Desa Jatiluwih terbagi

pelaksanaan

menjadi dua program kepariwisataan. Pertama
sebagai Daya Tarik Wisata yang berfokus dalam
memperkenalkan keunikan, keindahan, dan nilai
yang berupa keanekaragaman kekayaan alam.
Kedua sebagai Desa Wisata yang
memperkenalkan kepada pengunjung tentang
kehidupan masyarakat lokal, seperti ikut
membajak sawah, menanam padi, maupun
memanen padi. Tetapi dalam
penyelenggaraannya terdapat masalah yang
terjadi.

Pertama, masih ada kerancuan dalam
penyelenggaraannya sebagai DTW maupun
Desa Wisata, hal ini bisa dilihat dari tidak ada
pemisahan dalam pengelolaan data yang

dilakukan seperti jumlah kunjungan, tarif masuk

sebagai pengunjung DTW maupun Desa
Wisata.

Kedua, dengan meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan setelah ditetapkannya
Subak Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia,
berimplikasi pada peningkatan fasilitas
pariwisata yang diperlukan. Kondisi ini
mengakibatkan terjadinya pertumbuhan
pembangunan fasilitas rumah makan dan home
stay yang tidak terkendali serta tidak sesuai
dengan aturan tata ruang vyaitu Perda
Kabupaten Tabanan No. 6 Tahun 2014 tentang
Kawasan Jalur Hijau.

Ketiga, pemilik usaha pariwisata seperti
rumah makan dan home stay tidak memiliki ijin
usaha. Usaha pariwisata tersebut masing-
masing berjumlah 12 rumah makan dan 5 home
stay.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di
Desa Jatiluwih sebagai lokasi penelitian dengan
fokus penelitian adalah pasal 5 tentang
penyelenggaraan kepariwisataan. Dari uraian di
atas kemudian penulis tertarik untuk mengkaji
“‘Polemik Pengembangan dan Pembangunan
Pariwisata  Berkelanjutan yang  Berbasis
Kearifan Lokal di Bali (Studi Kasus Di Desa

Jatiluwih Kabupaten Tabanan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang peneliti
ajukan dari latar belakang diatas adalah
‘Bagaimana Polemik Pengembangan dan
Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan yang
Berbasis Kearifan Lokal di Bali (Studi Kasus di

Desa Jatiluwih Kabupaten Tabanan)?”



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaiaman polemik pengembangan
dan pembangunan pariwisata berkelanjutan
yang berbasis kearifan lokal di Desa Jatiluwih,
Kabupaten Tabanan dengan fokus penelitian
pada pasal 5 tentang penyelenggaraan

kepariwisataan.

2. KAJIAN PUSTAKA
Pariwisata Berkelanjutan
Pariwisata berkelanjutan dapat

didefinisikan  sebagai: "Pariwisata  yang

memperhitungkan sepenuhnya dampak
ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan
masa depannya, menangani kebutuhan
pengunjung, industri, lingkungan, dan komunitas

tuan rumah".

Indikator Pariwisata Berkelanjutan
Pertimbangan konsep umum
pembangunan berkelanjutan, posisi khusus
pariwisata dan kesepakatan yang dicapai di
forum internasional, membantu menetapkan
agenda untuk pariwisata  yang lebih
berkelanjutan. Indikator ini perlu merangkul dua
unsur yang saling berkaitan, keberlanjutan

pariwisata:

1. Kemampuan pariwisata untuk
melanjutkan sebagai kegiatan di masa
depan, memastikan bahwa kondisinya

tepat untuk ini; dan

2. Kemampuan masyarakat dan
lingkungan untuk menyerap dan

mengambil manfaat dari dampaknya

pariwisata dengan cara yang
berkelanjutan.
Berdasarkan ini, indikator  untuk

pariwisata berkelanjutan dapat diartikulasikan
sebagai satu set 12 tujuan yang membahas
dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Kedua
belas tujuan untuk agenda pariwisata
berkelanjutan adalah Kelangsungan Ekonomi,
Kemakmuran Lokal, Kualitas Ketenagakerjaan,
Ekuitas Sosial, Pemenuhan Pengunjung, Kontrol
Lokal, Kesejahteraan Masyarakat, Kekayaan
Budaya, Integritas Fisik, Keanekaragaman
Biologi, Efisiensi Sumber Daya, dan Kemurnian

Lingkungan.

Indikator tersebut kemudian dapat
digunakan sebagai kerangka untuk
mengembangkan kebijakan untuk lebih banyak
lagi pariwisata berkelanjutan yang mengenali
dua arah di mana kebijakan pariwisata dapat

memberikan pengaruh:

1. Meminimalkan dampak negatif
pariwisata terhadap masyarakat dan

lingkungan; dan

2. Memaksimalkan kontribusi positif dan
kreatif pariwisata terhadap ekonomi
lokal, konservasi warisan alam dan
budaya, serta kualitas hidup masyarakat

lokal dan pengunjung.

Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan perilaku
positif manusia dalam berhubungan dengan
alam dan lingkungan sekitarnya, yang dapat
bersumber dari nilai agama istiadat, petuah

nenek moyang atau budaya setempat, yang



terbangun secara alamiah dalam suatu
komunitas masyarakat untuk beradaptasi

dengan lingkungan sekitarnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang
digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data
primer dan data sekunder. teknik penentuan
informan yang digunakan adalah purposive
sampling dan snowball sampling. Teknik analisis
data yang digunakan oleh peneliti pada
penelitian ini adalah teknik analisis data oleh
Miles dan Huberman, yaitu Data Collection,
Data Reduction, Data Display, dan Conclution

Drawing.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan

Penyelenggaraan kepariwisataan
Jatiluwih mempunyai 3 predikat yaitu sebagai
Daya Tarik Wisata, sebagai Warisan Budaya
Dunia, dan sebagai Desa Wisata. Pada tahun
1998 Desa Jatiluwih ditetapkan sebagai Daya
Tarik Wisata (dulu namanya Obyek Wisata)
yang dimana sebagai Daya Tarik Wisata maka
Desa Jatiluwih harus mampu memenuhi
pemenuhan pengunjung berupa pengadaan
prasarana umum, fasiltas umum, fasilitas
pariwisata, dan aksebilitas pariwisata.

Kemudian pada tahun 2012 Desa
Jatiluwih  mendapatkan  predikat Warisan
Budaya Dunia. Penetapan sebagai Warisan
Budaya Dunia oleh UNESCO ini melalui
Peraturan Bupati Tabanan No. 34 Tahun 2011
tentang Penetapan Kawasan dan Pelestarian

Warisan Budaya Kabupaten Tabanan. Dengan

Desa Jatiluwih ditetapkan sebagai Warisan
Budaya Dunia, maka pembangunan dalam
bentuk apapun tidak boleh dilakukan. Dapat
diartikan sebagai sawah yang ada di Desa
Jatiluwih tidak boleh dialih fungsikan.

Hal tersebut kemudian diatur dalam
Peraturan Bupati Tabanan No. 27 Tahun 2011
tentang Penetapan Sawah Berkelanjutan
Sebagai Sawah Abadi pada Subak di
Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 6
Tahun 2014 tentang Kawasan Jalur Hijau.
Disadari bahwa Desa Jatiluwih yang dijadikan
sebagai Daya Tarik Wisata dengan kawasan
persawahan sebagai objeknya maka untuk
melakukan penyelenggaraan kepariwisataan
dan menghormati identitas Desa Jatiluwih
sebagai Warisan Budaya Dunia, maka Desa
Jatiluwih ditetapkan sebagai Desa Wisata pada
tahun 2016. Hal ini dikarenaka sebagai Desa
Wisata dapat membantu menjalankan
penyelenggaraan kepariwisataan tanpa harus
merusak lingkungan guna pemenuhan
pariwisata, karena konsep yang diusungkan
adalah kehidupan masyarakat yang artinya
wisatawan akan berinteraksi dengan
masyarakat setempat.

Kemudian pada tahun 2013 untuk
memenuhi  penyelenggaraan kepariwisataan
maka dibentuklah Badan Pengelola Daya Tarik
Wisata Jatiluwih yang di dipimpin oleh Bupati
Tabanan selaku Ketua Umum. Pembentukan
dilakukan

kerjasama antara pemerintah daerah dan

badan tersebut berdasarkan
pemerintah desa. Dalam kestrukturan badan
pengelola tersebut dibentuklah Manajemen

Oprasional Daya Tarik Wisata Jatiluwih yang



berfungsi untuk melakukan pengelolaan segala

bentuk aktivitas kepariwisataan jatiluwih.

Analisis Temuan Polemik Pengembangan
dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
Berbasis Kearifan Lokal di Bali (Studi Kasus

di Desa Jatiluwih Kabupaten Tabanan)

Pembangunan kepariwisataan
diperlukan untuk mendorong pemerataan
kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat
serta mampu menghadapi tantangan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global. Hal
tersebut dikarenakan kepariwisataan berfungsi
memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan
intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi
dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan

negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

1. Dalam penyelenggaraan kepariwisata
sebagai Daya Tarik Wisata dirasa sudah
memenuhi standar  pembangunan

pariwisata. Hal tersebut dapat dilihat

dari Pengembangan dan pembangunan

di Desa Jatiluwih telah memiliki industri

pariwisata, destinasi pariwisata,
pemasaran, dan kelembagaan
kepariwisata.

2. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan
sebagai Warisan Budaya Dunia, Desa
Jatiluwih dengan ditetapkannya Subak
Jatiluwih sebagai Warisan Budaya
Dunia oleh UNESCO pada tahun 2012
dapat meningkatkan kunjungan

pariwisata ke daerah tersebut yang

mana Desa Jatiluwih merupakan Daya

Tarik Wisata sejak tahun 1998. Yang

artinya keberadaan Warisan Dunia ini
merupakan point  penting  dalam
penyelenggaraan kepariwisataan.
Dimana warisan budaya dunia bisa
dijadikan sebagai aspek promosi yang
dapat mendatangkan wisatawan.
Sehingga diperlukannya badan yang
khusus untuk menangani warisan
budaya tersebut. Dibuatkan divisi dalam
Badan Penyelenggaran Pariwisata,
shingga keberadaan divisi warisan
budaya dunia dapat dijadikan sebagai
control lokal guna melakukan
penyelenggaraan kepariwisataan  di

Desa Jatiluwih.

3. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan
sebagai Desa Wisata, dimana konsep
dari Desa Wisata yang lebih
menekankan kehidupan masyarakat
tata cara dan adat istiadat dalam
kepariwisataan. Jika melihat Desa
Jatiluwih maka dapat dikatakan bahwa
Desa Jatiluwih sebagai Desa Wisata
masih belum berjalan dengan baik. Hal
ini dikarenakan belum adanya peraturan
yang mengatur tentang desa wisata,
sehingga dalam pelaksanaanya masih
belum menentu. Oleh karena itu
diperlukannya peraturan yang mengatur

desa wisata dengan cepat.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang
telah disampaikan di atas, maka kesimpulan

yang dapat ditarik dalam penelitian ini dimana



pengembangan dan pembangunan pariwisata
berkelanjutan berbasis kearifn lokal merupakan
salah satu upaya vyang dilakukan oleh
pemerintah dalam mensejahtarahkan
masyarakat dan ikut serta dalam pembangunan
daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya
masih belum optimal dan masih banyak
pelanggaran yang terjadi yang berdampak pada
kerusakan lingkungan seperti ekploitasi sumber
daya akibat dari pembangunan pariwisata yang
begitu pesat terutama di desa-desa ditambah
peraturan yang ada belum cukup untuk
menghentikan  ketimpangan  permasalahan
tersebut. Permasalahan tersebut dapat dilihat
dari ke 16 indikator yang digunakan masih

ditemui kendala pada beberapa indikatornya.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
peneliti dapatkan berkenaan dengan polemeik
pengembangan dan pembangunan pariwisata
berkelanjutan berbasis kearifan lokal, maka
saran yang dapat disampaikan adalah sebagai

berikut:
1. Diperlukannya regulasi yang khusus untuk
mengatur Daya Tarik Wisata Desa Jatiluwih
yang disesuaikan dengan keberadaan status

lainnya.

2. Diperlukannya badan yang khusus untuk
menangani warisan budaya dunia.

3. Perlu diadakan pelatihan bagi petugas
Program Predator secara berkelanjutan.

4. Diperlukannya regulasi yang megatur
tentang Desa Wisata

5. Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya

menjaga lingkungan ke masyarakat sekitar.
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